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BUPATI BANYUWANGI 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 

NOMOR 1 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN 
PERDAGANGAN ORANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANYUWANGI, 

 

Menimbang : a.  bahwa  kekerasan pada  perempuan dan  anak  serta 
perdagangan orang merupakan tindakan merendahkan 
martabat dan derajad kemanusiaan sehingga kepada 
mereka perlu diberikan pelayanan dan perlindungan yang 
memadai; 

b.   bahwa   tingkat   perdagangan   orang, kekerasan  terha-
dap perempuan dan anak masih tinggi maka kewajiban 
pemerintah daerah untuk mengatur dan melayani 
kepentingan masyarakat dalam hal ini perempuan dan 
anak korban kekerasan dan perdagangan orang; 

c.   bahwa  agar  penanganan perdagangan  orang, kekeras-
an terhadap perempuan dan anak yang dilaksanakan 
berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan 
perlindungan terhadap  perempuan dan anak korban 
kekerasan dan perdagangan orang;  

d.  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  di 
maksud pada huruf a, b dan c maka perlu membentuk 
peraturan daerah tentang Perlindungan  Perempuan dan 
Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang.  

 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 
Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 4), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1965 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2730); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1979 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3143); 
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3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the 
Elimination of All Forms of Discrimination Againt 
Woment) (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 
1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 3277); 

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi 
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3298); 

6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3835); 

7. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang 
Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan 
Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak 
Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 
Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3783); 

8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang 
Pengesahan ILO Convention No. 138 Concerning 
Minimum Age for Adminission to Employment (Konvensi 
ILO mengenai Usia Minimum untuk diperbolehkan 
Bekerja) (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3835); 

9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886); 

10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang 
Pengesahan ILO Convention No. 182 Cocersing The 
Prohibition and Immediate Action for The Elimination of 
The Worst Froms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 
182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera 
Penghapusan Bentuk-Bentuk pekerjaan Terburuk Untuk 
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara republik 
Indonesia Nomor 3941); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3941); 
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12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4389); 

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4419); 

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4548); 

16. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4720); 

17. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 Tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 

19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 
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20. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata 
Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi 
dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4818); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada 
Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4860); 

23. Peraturan Presiden Nomor 1 tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan. 

24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 
2008 Tentang Gugus Tugas Pencegahan dan 
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 
2005 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan 
dan Anak Korban Kekerasan dan Perdagangan Orang ( 
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 
Nomor 4 Seri E); 

 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI 
dan 

BUPATI BANYUWANGI 
MEMUTUSKAN : 

   
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN  

PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DAN 
PERDAGANGAN ORANG 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah. 
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3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi. 

4. SKPD yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
adalah Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi di 
bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten 
Banyuwangi. 

5. Perempuan adalah seseorang yang berjenis kelamin perempuan. 

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, 
termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

7. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, 
penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan 
ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalah gunaan kekerasan atau posisi rentan, 
penjeratan untang, atau memberi bayaran, atau manfaat ssehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 
tersebut, baik yang dilakukan dalam Negara maupun antar Negara untuik 
tuijuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.  

8. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, 
dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 

9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau 
tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan 
bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan 
seseorang. 

10. Kekerasaan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau 
mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, mental, sosial, psikososial, 
dan seksual. 

11. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 
cidera, luka atau pada tubuh seseorang, gugurnya pingsan dan/atau penyebab 
kematian. 

12. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya 
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya 
dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 

13. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, 
pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak 
wajar atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain 
untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 

14. Korban adalah perempuan termasuk tenaga kerja perempuan yang bekerja ke 
luar negeri dan anak yang mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan baik 
langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kesengsaraan tersebut. 

15. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang 
meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, 
perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, 
pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hokum 
memindahkan atau mentransplatasi oragan dan/atau jaringan tubuh atau 
memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk 
mendapatkan keuntungan baik materiil maupun inmateriil. 

16. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual 
atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk 
tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan. 


